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RINGKASAN 
 
 
Kedudukan pemegang polis sebagaimana tercantum pada pasal 52 Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan yang diutamakan dari 
pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi harus 
mendahulukan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, kemudian pada pasal 
49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan kepentingan tim likuidasi 
mengutamakan kepentingan pemegang polis atau tertanggung, dan dalam hal ini 
jika pemegang polis atau tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi  terhadap 
perusahaan asuransi yang mengalami likuidasi ini masih mengalami adanya 
kekosongan dikarenakan belum adanya perusahaan penjaminan polis sebagaimana 
yang diatur dalam undang-undang peransuransian yang menyatakan perusahaan 
asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis yang dalam penjelasan 
dari ketentuan tersebut berisikan program penjaminan polis yang dimaksudkan 
untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis dari 
perusahaan asuransi yang di cabut izin nya atau di likuidasi. Undang-Undang 
Perasuransian mengamanatkan bahwa program penjaminan polis haruslah diatur 
oleh undang-undang, maka terbitlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memuat perluasan 
kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan yang tercantum pada pasal 4 huruf (b), 
(e), dan (f). Menambah LPS untuk menjalankan program penjaminan polis bukan 
hal sederhana. Apalagi ketika lembaga itu sejak 2005 sudah terbiasa menjamin 
nasabah simpanan sejak 2005, dan nihil pengalaman dalam mengayomi asuransi. 
Ditambah lagi, saat ini industri dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan 
ketika banyak perusahaan dibekap risiko gagal bayar.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengkaji mengenai kedudukan hak 
tertanggung yang ingin mengkalim polis asuransi terhadap perusahaan asuransi 
dalam likuidasi dan untuk mengkaji terkait bagaimana konsep teori kepastian 
hukum yang ideal bagi para pemegang polis asuransi yang dilikuidasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan tipe penelitian 
sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang- 
undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian 
hukum yang digunakan yakni perskripttif, maka pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) yakni menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 



 
 

sedang ditangani. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan 
sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang di analisis 
menggunakan langkah-langkah normative dan pembahasan yang dilakukan secara 
preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas 
menggunakan metode analisis teks.  

Menurut Penelitian, kedudukan pemegang polis sebagaimana pada ketentuan Pasal 
52 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan 
yang diutamakan dari pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang 
mengalami likuidasi harus mendahulukan kepentingan pemegang polis atau 
tertanggung, kemudian pada pasal 49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan 
kepentingan tim likuidasi mengutamakan kepentingan pemegang polis atau 
tertanggung. Menambah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dengan 
Program Penjaminan Polis bukan hal yang sederhana. Apalagi ketika lembaga itu 
sejak 2005 sudah terbiasa menjamin nasabah simpanan dan nihil pengalaman dalam 
mengayomi asuransi. Ditambah lagi, saat ini industri dihadapkan pada kondisi yang 
tidak menguntungkan ketika banyak perusahaan dibekap risiko gagal bayar. 
Lembaga Penjamin Simpana wajib segera menetapkan apakah penjaminan itu 
berlaku hanya untuk polis asuransi atau plus investasi yang melekat pada suatu 
produk. Sebab, kini produk perasuransian juga bersentuhan dengan produk 
perbankan dan pasar modal, seperti unit link. Unit link merupakan produk 
perasuransian yang menawarkan bukan hanya proteksi, melainkan juga investasi. 
Untuk itu dalam menambah kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam 
menjamin polis asuransi tugas dan kewenangan tersebut harus di bagi oleh lembaga 
yang dibentuk berdasarkan peraturan OJK mengenai produk asuransi yang 
berkaitan dengan unit link karena Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga 
dalam menjamin polis asuransi baru dapat berlaku pada tahun 2028 dan peraturan 
pemerintah ataupun pelaksanaan nya masih dalam pembentukan dan di Indonesia 
masih minim tenaga ahli asuransi sehingga harus di berikan pembekalan di negara 
lain. 
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ABSTRAK 

KATA KUNCI : Perlindugan Hukum, Pemegang Polis, Likuidasi, Perusahaan 
Asuransi 

Perusahan perasuransian yang mengalami likuidasi belum memberikan 
kepastian kepada pemegang polis hal terlihat dari kasus wanarta grup sebagai 
contoh saat perusahaan di likuidasi pemegang polis tidak mendapatkan haknya 
untuk mengklaim asuransi dan juga tidak adanya jaminan pengembalian yang 
berkeadilan dan memberikan kepastian. 

 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk  Mengetahui dan Menganalisis 
kedudukan hak pemegang polis yang ingin mengkalim polis asuransi terhadap 
perusahaan asuransi dalam likuidasi dan Bagaimana konsep teori kepastian hukum 
yang ideal bagi para pemegang polis asuransi yang dilikuidasi? 

Kedudukan pemegang polis sebagaimana pada ketentuan Pasal 52 Undang-
Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi mempunyai kedudukan yang 
diutamakan dari pada pihak yang lain, sehingga perusahaan asuransi yang 
mengalami likuidasi harus mendahulukan kepentingan pemegang polis atau 
tertanggung, kemudian pada pasal 49 yang menyatakan apabila terjadinya benturan 
kepentingan tim likuidasi mengutamakan kepentingan pemegang polis atau 
tertanggung, dan dalam hal ini jika pemegang polis atau tertanggung ingin 
mengajukan klaim asuransi  terhadap perusahaan asuransi yang mengalami 
likuidasi ini masih mengalami adanya kekosongan dikarenakan belum adanya 
perusahaan penjaminan polis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 
peransuransian yang menyatakan perusahaan asuransi wajib menjadi peserta 
program penjaminan polis. 

OJK harus membentuk segera lembaga penjaminan polis melalui peraturan 
OJK sebagaimana layaknya AFPI bertugas dalam membantu perkembangan sektor 
finansial yang inklusif dengan basis teknologi indonesia yang keberadaannya juga 
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO 77/POJK.01/2016 
tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Bab XII Pasal 
48, yang menyatakan seluruh penyelenggaraan Fintech P2P Lending di indonesia 
wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI sehingga nantinya lembaga 
penjaminan polis yang dibentuk tersebut mampu juga memberikan jaminan 
terhadap pemegang polis atau tertanggung yang ingin minta pengembalian sebagian 
atau seluruhnya dari perusahaan yang mengalami likuidasi agar dapat beroperasi 
secara resmi setiap perusahaan asuransi sudah terdaftar dan mendapatkan izin resmi 
melalui lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat dari OJK sebagai landasan 
hukumnya serta kajian hukum independen yang mewajibkan semua perusahaan 
asuransi menjadi anggota lembaga penjaminan polis. 
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ABSTRACT 

KEYWORDS : Legal Protection, Policy Holders, Liquidation, Insurance 
Companies 

Companies undergoing liquidation have not provided certainty to 
policyholders, this can be seen from the case of group wanarta, for example, when 
a company in liquidation did not get the right to claim insurance and there was also 
no guarantee of a fair return and providing certainty. 

 The aim of this writing is to understand and analyze the position of rights of 
policy holders who wish to claim an insurance policy against an insurance 
company in liquidation and what is the ideal legal certainty theory concept for 
liquidated insurance policy holders? 

The position of the policy holder is as stated in Article 52 of Law no. 40 of 2014 
concerning Insurance has a priority position over other parties, so that insurance 
companies undergoing liquidation must prioritize the interests of the policy holder 
or insured, then in article 49 which states that if there is a conflict of interest the 
liquidation team prioritizes the interests of the policy holder or insured, and in This 
is if the policy holder or insured wants to submit an insurance claim against an 
insurance company that is undergoing liquidation and there is still a vacancy due 
to the absence of a policy guarantee company as regulated in the insurance law 
which states that insurance companies are required to be participants in the policy 
guarantee program. 

OJK must immediately form a policy guarantee institution through OJK 
regulations, just as AFPI is tasked with assisting the development of an inclusive 
financial sector based on Indonesian technology whose existence is also in 
accordance with Otoritas Jasa Keuangan (POJK) regulations NO 
77/POJK.01/2016 concerning joint-based funding services. information 
technology, Chapter undergoing liquidation so that it can operate officially, every 
insurance company has been registered and obtained official permission through 
this institution which was formed based on a letter from the OJK as the legal basis 
as well as an independent legal review which requires all insurance companies to 
become members of the policy guarantee institution. 
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